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ABSTRAK 
Suatu kesalahan dalam menjalankan profesi dapat disebabkan oleh 
kekurangan pengetahuan, kurang pengalaman, atau kurang pengertian. 
Demikian pula dengan kesalahan notaries dalam menjalankan jabatan, 
kadangkala disebabkan oleh kekurangan pengetahuan notaries terhadap 
persoalan yang dimintakan oleh klien baik dari aspek hukum maupun aspek 
lainnya. Bagi notaries tertentu, terutama yang baru dan kurang pengalaman 
dalam menghadapi persoalan yang diajukan oleh klien, maka tidak jarang 
terjadi dalam menuangkan maksud dan permintaan klien ke dalam akta yang 
dibuat. Kesalahan notaries dalam menjalankan jabatannya dapat 
menimbulkan kerugian kepada klien dan pihak lain. Pihak yang dirugikan 
akibat terjadinya pelanggaran atau kesalahan tersebut dapat mengajukan 
tuntutan atau gugatan ganti kerugian kepada notaries yang bersangkutan.  
 
Kata Kunci : Tanggung Gugat,  Notaris, dan Akta Tanah 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Ketika Belanda menjajah Indonesia, 
maka segala produk hukum dan lembaga 
hukum yang berlaku di Belanda diberlakukan 
juga di Indonesia berdasarkan asas 
konkordansi. Salah satu produk hukum 
Belanda yang diberlakukan di Indonesia 
adalah De Notariswet menjadi Notari 
Reglement (Peraturan Jabatan Notaris dalam 
Staatblad 1860 No. 3). Jauh sebelum Notaris 
Reglement diberlakukan, pada tanggal 27 
Agustus 1620 Gubernur Jenderal Jan Pieter 
Coen mengangkat Melchior Kerchem sebagai 
Notaris pertama di Indonesia, khususnya di 
kota Batavia (Jakarta). P.J.N diberlakukan di 
Indonesia selama 144 tahun dan diganti 
dengan UU No. 30 tahun 2004 Tentang 
Jabatan Notaris (UUJN). Dalam UUJN 
pembentuk undang-undang berkehendak 
mewadahi para notaris dalam satu organisasi.
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Di samping itu UUJN juga memberikan 
kewenangan yang sangat besar kepada noraris 
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R. Soegondo Notodisorjo, 2005, Hukum 
Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali 
Jakarta, Hlm. 5. 
dalam menjalankan jabatan, termasuk 
kewenangan membuat akata dibidang 
pertanahan dan sebagai pejabat (juru) lelang. 
Perombakan daalam UUJN juga mengangkut 
pengawasan notaris yang tidak lagi dilakukan 
oleh lembaga peradilan, tetapi diserahkan 
kepada pemerintah, yaitu Menteri yang dalam 
pelaksanakan dijalankan oleh Majelis 
Pengawas Notaris yang terdiri dari tiga unsur, 
yakni unsur Pemerintah, Organisasi Notaris 
dan Akademi. 
Notaris adalah pejabat umum yang 
berfungsi menjamin otentisitasi pada tulisan-
tulisan (akta). Notaris diangkat oleh penguasa 
tertinggi Negara dan kepadanya diberikan 
kepercayaan dan pengakuan dalam 
memberikan jasa bagi kepentingan 
masyarakat. Hanya orang-orang yang sudah 
dikenal kejujurannya serta mempunyai 
pengetahuan dan kemampuan dibidang hukum 
sajalah yang diijinkan untuk memangku 
jabatan notaris.Oleh karna itulah pemegang 
jabatan notaris harus menjaga keluhan 
martabat jabatannya dengan menghindari 
pelangaran ataran dan tidak melakukan 
kesalahan profesi yang dapat menimbulkan 
kerugian kepada orang lain. 
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Masyarakat membutuhkan jasa notaries 
untuk meminta dibuatkan akad-akad sebagai 
alat bukti otentik bagi setiap perbuatan atau 
hubungan hukum yang oleh para pihak 
dikehendaki atau oleh undang-undang 
diharuskan dengan akta otentik. Ketentuan 
hukum yang menjadi landasan bagi 
keberadaan notaris di Indonesia adalah pasal 
1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH. Perdata) yang menyatakan “akta 
otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk 
yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat 
oleh atau dihadapan pejabat umum yang 
berwenang untuk itu di tempat di mana akta 
dibuatnya”.Selama pasal 1868 KUH. Perdata 
tersebut ada maka eksistensi notaris akan terus 
mendapat pengakuan dan senantiasa 
dibutuhkan oleh masyarakat. 
Pejabat umum yang dimaksud oleh pasal 
1868 KUH. Perdata hanyalah notaris,karena 
hingga saat ini tidak ada satupun undang-
undang yang mengatur tentang pejabat umum 
selain UUJN. Kalaupun saat ini ada pejabat 
umum lain yang diberi wewenang untuk 
membuat akta tertentu, ternyata mereka tidak 
diatur berdasarkan undang-undang sebagai 
mana ditentukan pasal 1868 KUH. Perdata. 
Otentisitasi suatu akta menurut pasal 1868 
KUH. Perdata adalah jika dibuat dalam bentuk 
yang ditentukan oleh undang-undang oleh 
pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang 
berwenang untuk itu berdasarkan undang-
undang yang mengatur.
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Kata openbaar berarti umum, jika 
dikaitkan dengan pemerintahan berarti urusan 
yang terbuka untuk umum atau kepentingan 
umum.Urusan yang terbuka untuk umum 
berarti meliputi semua bidang yang 
berhubungan dengan public.Menurut F.M.J. 
Jansen, pejabat adalah orang yang diangkat 
untuk menduduki jabatan umum oleh peguasa 
umum untuk melakukan tugas Negara atau 
pemerintah.
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Dengan demikian maka pejabat umum 
adalah orang Negara yang dilengkapi 
                                                          
2
Muhammad Adam, 2005, Ilmu Pengetahuan 
Notariat, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 11 
3
Ibid. 
kekuasaan umum, yang berwenang menjalan 
kan sebagai kekuasaan Negara khususnya 
adalah pembuatan dan peresmian alat bukti 
tertulis dan otentik di bidang hukum perdata. 
Meski diangkat sebagai pejabat umum namun 
Notaris bukan pegawai Negara sipil menurut 
undang-undang atau peraturan kepegawaian 
negara, karena Notaris tidak digaji oleh 
Negara dan tidak mendapat uang pensiun dari 
Negara apabila telah pensiun atau berhenti 
sebagai pejabat umum.Kendati diangkat oleh 
Negara sebagai pejabat umum, namun Notaris 
menerima honorarium (bukan gaji) dari klien 
atas jasa-jasa yang telah diberikan,yaitu dalam 
kaitannya dengan pembuat akta-akta otentik 
dibidang keperdataan. 
Seseorang menjadi pejabat umum jika 
dia diangkat dan diberhentikan oleh Negara 
dan diberi wewenang berdasarkan undang-
undang untuk melayani masyarakat dalam 
bidang tertentu. Menurut Philipus M Hadjon,
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pejabat umum diangkat oleh Kepala Negara 
dan bukan oleh mentri.Pembentukan jabatan 
umum harus didasarkan pada undang-undang, 
karena peraturaaan pemerintah tidak boleh 
membentuk suatu jabatan umum tanpa 
delegasi undang-undang. Hal ini berkaitan 
dengan karakter hukum suatu akta yang dibuat 
oleh pejabat umum (Notaris) sebagai suatu 
alat bukti otentik karena adanya publica fides. 
Keperceyaan umum (publica fides) tersebut 
dianggap ada karena pengangkatan seorang 
pejabat umum dilakukan oleh Kepala Negara. 
Selanjutnya menurut N.G Yudara,
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pejabat umum adalah organ Negara yang 
perlengkapi dengan kekuasaan umum,yang 
berwenang menjalankan sebagai kekuasaan 
negara khususnya dalam pembuatan dan 
peresmian alat bukti tertulis dan otentik dalam 
bidang hukum perdata sebagaimana 
ditentukan pasaal 1868 KUH. Perdata. Dan 
pejabat umum satu-satunya yang diunjuk oleh 
pasal 1868 KUH. Perdata adalah notariis 
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berdasarkan UUJN.Penyebutan sebagai 
pejabat umum (openbaar ambtenaar) tersebut 
oleh J.C.H Melis diangap berlebihan karena 
sudah sesuai dengan fungsinya seorang 
pejabat umum (Notaris) adalah melayani 
masyarakat umum. 
Notaris mempunyai peran yang sangat 
penting dalam bidang keperdataan, khususnya 
di Negara yang mengatur civil law dengan 
cirri utama sestem kodifikasi dalam 
perundang-undangannya sebagaimana yang 
dianut banyak Negara di Eropa daratan. 
Notaris mempunyai peran dalam 
pembangunan hukum khususnya di bidang 
hukum perdata, yaitu menemukan dan 
membentuk hukum melalui pembuatan akta-
akta perjanjian. Notaris juga berupaya 
menciptakan kepastian hukum dan 
melaksanakan sebagai tugas hakim sesuai 
kewenangannya selaku pejabat umum yakni 
menerbitkan grosse akta mempunyai kekuatan 
eksekutorial. Disamping itu, notaris dapat 
berperan sebagai pemberi nasehat kepada para 
pihak dalam membuat akta agar bertentangan 
dengan hukum yang berlaku atau agar tidak 
merugikan pihak-pihak lain. 
Berdasarkan hal-hal berikut, maka 
pertanyaan yang timbul adalah Bilamanakah 
Notaris dikatakan telah berada dalam keadaan 
wanprestasi sehubungan dengan 
kedudukannya selaku Pejabat Umum Pembuat 
Akta, serta Kapankah seorang Notaris dapat 
dikategorikan telah melakukan Perbuatan 
Melawan Hukum terkait dengan produk akta 
yang dibuatnya. 
 
II. PEMBAHASAN 
A. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris. 
Akta Notaris sebagai akta otentik 
mempunyai kekuatan nilai pembuktian 
sebagai berikut:
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1. Lahiriah (uitwendige bewijskracht). 
Kemampuan lahiriah akte Notaris, 
merupakan kemapuan akta itu sendiri untuk 
membuktikan keabsahannya sebagai akte 
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otentik (acta publica probant sese ipsa), 
jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta 
otentik serta sesuai dengan aturan hukum 
yang sudah ditentukan mengenai syarat 
akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, 
artinya sampai ada yang membukti-kan 
bahwa akta tersebut bukan akta otentik 
secara lDalam hal ini beban pembuktian 
ada pada pihak yang menyangkal ke-
otentikan akta Notaris. Parameter untuk 
menentukan akta Notaris sebagai akta 
otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris 
yang bersangkutan, baik yang ada pada 
Minuta dan Salinan dan adanya awal akta 
(mulai dari judul) sampai dengan akhir 
akta. 
Nilai pembuktian akta Notaris dari 
aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat 
apa adanya, buka dilihat ada apa. Secara 
lahirian tidak perlu dipertentangkan dengan 
alat bukti yang lain-nya. Jika ada yang 
menilai bahwa suatu akta Notaris tidak 
memenuhi syarat sebagai akta, maka yang 
bersangkutan wajib membuktikan bahwa 
akta tersebut secara lahiriah bukan akta 
otentik. 
Penyangkalan atau pengingkaran 
secara lahirian akta Notaris sebagai akta 
otentik, bukan sebagai akta otentik, maka 
penilaian pembuktiannya harus didasarkan 
pada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta 
otentik. Pembuktian semacam ini harus 
melalui upaya gugatan ke pengadilan. 
Penggugat harus dapat membuktikan 
bahwa secara lahiriah akta yang menjadi 
obyek gugatan bukan akta Notaris. 
2. Formal (formale bewijskracht). 
Akta Notaris harus memberikan 
kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta 
tersebut dalam akta betul-betul dilakukan 
oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-
pihak yang meng-hadap pada saat yang 
tercantum dalam akta sesuai dengan 
prosedur yang sudah ditentukan dalam 
pembuatan akta. Secara formal untuk 
membuktikan kebenaran dan kepastian 
tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul 
(waktu) menghadap, dan para pihak yang 
menghadap, paraf dan tanda tangan para 
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pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta 
membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, 
didengar oleh Notaris (pada akta 
pejabat/berita acara), dan mencatatkan 
keterangan atau per-nyataan para 
pihak/penghadap (pada akta pihak). 
Jika aspek formal dipermasalahkan 
oleh para pihak, maka harus dari formalitas 
dari akta, yaitu harus dapat membuktikan 
ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, 
dan pukul meng-hadap, membuktikan 
ketidakberaran mereka yang menghadap, 
membutikan ketidakbenaran apa yang 
dilihat, disaksikan dan didengan oleh 
Notaris, juga harus dapat membuktikan 
ketidak benaran pernyataan atau keterangan 
para pihak yang diberikan/disampaikan di 
hadapan Notaris, dan ketidakbenaran 
tandatangan para pihak, saksi dan Notaris 
ataupun ada pro-sedur pembuatan akta 
yang tidak dilakukan. Dengan kata lain 
pihak yang mempermasalahkan akta 
tersebut harus melakukan pembuktian 
terbalik untuk menyangkal aspek formal 
dari akta Notaris. Jika tidak mampu 
membuktikan ketidakbenaran tersebut, mak 
akta tersebut harus diterima oleh siapa pun. 
Tidak dilarang siapapun untuk 
melakukan pengingkaran atau 
penyangkalan atas aspek formal akta 
Notaris, jika yang bersangkutan merasa 
dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan 
atau oleh Notaris. Pengingkaran atau 
penyangkalan tersebut harus dilakukan 
dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, 
dan penggugat harus dapat membuktikan 
bahwa ada aspek formal yang dilanggar 
atau tidak sesuai dalam akta yang 
bersangkutan, misalnya, bahwa yang 
bersangkutan tidak pernah merasa 
menghadap Notaris pada hari, tanggal, 
bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam 
awal akta, atau merasa tand tangan yang 
tersebut dalam akta bukan tanda tangan 
dirinya. Jika hal ini terjadi yang 
bersangkutan atau penghadap tersebut 
menggugat Notaris, dan penggugat harus 
dapat mem-buktikan ketidakbenaran aspek 
formall tersebut. 
3. Materil (materiele bewiskracht). 
Merupakan kepastian tentang materi 
suatu akta, bahwa yang tersebut dalam akta 
merupakan pembuktian yang sah terhadap 
pihak-pihak yang membuat akta atau 
mereka yang mendapat hak dan berlaku 
untuk umum, kecuali ada pembuktian 
sebalik-nya. Keterangan atau pernyataan 
yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat 
(atau berita acara), atau keterangan para 
pihak yang yang diberikan/disampaikan di 
hadapan Notaris (akta pihak) dan para 
pihak harus dinilai berkata benar yang 
kemudian dituangkan/dimuat dalam akta 
berlaku sebagai yang benar atau setiap 
orang yang datang menghadap Notaris 
yang kemudian keterangannya 
dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai 
telah benar berkata. Jika ternya 
pernyataan/keterangan para penghadap 
tersebut menjadi tidak berkata benar, maka 
hal tersebut tersebut tanggung jawab para 
pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal 
semacam itu. Dengan demikian isi akta 
Notaris mempunyai kepastian sebagai yang 
sebenarnya, mejadi bukti yang sah untuk/di 
antara para pihak dan para ahli waris serta 
para penerima hak mereka. 
Jika akan membuktikan aspek 
materiil dari akta, maka yang bersangkutan 
harus dapat membuktikan, bahwa Notaris 
tidak menerangkan atau menyatakan yang 
sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau 
para pihak yang telah berkata benar (di 
hadapan Notaris) menjadi tidak berkata 
benar, dan harus dilakukan pembuktian 
terbalik untuk menyangkal aspek materiil 
dari akta Notaris. 
Ketiga aspek tersebut di atas 
merupakan kesempurnaan akta Notaris 
sebagai akta otentik dan siapa pun yang 
terkait oleh akta tersebut. JIka dapat 
dibuktikan dalam suatu persidangan 
pengadilan, akta yang bersangkutan hanya 
mempunyai kekuatan pembutian sebagai 
akata di bawah tangan atau tersebut 
didegradasikan kekuatan pembuktiannya 
sebagai akta yang mempunyai kekuatan 
pembuktian sebagai akta di bawah 
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tangan.bahwa ada salah satu aspek tersebut 
yang tidak benar, maka akta yang 
bersangkutan hanya mempunyai kekuatan 
pembutian sebagai akata di bawah tangan 
atau tersebut didegradasikan kekuatan 
pembuktiannya sebagai akta yang 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai 
akta di bawah tangan.  
B. Tanggung Gugat Notaris Sebagai 
Pejabat Umum 
Dalam termilogi ilmu hukum suatu 
kesalahan yang dilakukan di dalam 
menjalankan jabatan apapun, disebut dengan 
beroeps-fout. Istilah beroepfout biasanya 
ditujukan pada kesalahan-kesalahan yang 
dibuat oleh para dokter, advokad dan notaris, 
karena ketiga jabatan tersebut secara historis 
termasuk dalam satu golongan. Menurut 
Marthalena Pohan, ketiga jabatan tersebut 
biasanya disebut sebagai de operae leberales, 
yaitu jabatan di mana pemegang jabatan 
bekerja tidak melulu untuk mencari nafkah 
tetapi pelaksanaan jabatan tersebut juga untuk 
kepeningan umum.
7
 
Suatu kesalahan dalam menjalankan 
profesi dapat disebab-kan oleh kekurangan 
pengetahuan, kurang pengalaman, atau kurang 
pengertian. Demikian pula kesahan notaris 
dalam men-jalankan jabatan kadangkala 
diebabkan oleh kekurangan pengetahuan 
notaris terhafap persoalan yang dimintakan 
oleh klien baik dari aspek hukum maupun 
aspek lainnya. Bagi notaris tertentu, terutama 
notaris baru yang kurang pengalam-an dalam 
persoalan yang diajukan oleh klien, maka 
tidak jarang terjadi kesalahan dalam 
menuangkan maksud dan permintaan klien 
dalam akta yang dibuat. Ketidakmengertian 
notaris terhadap apa yang disampaikan dan 
minta oleh klien juga sering-kali menimbulkan 
kesalahan dalam pembuatan akta oleh notaris. 
Pelanggaran atau kesalahan notaris 
dalam menjalankan jabatan jabatan dapat 
menimbulkan kerugian pada klien atau pihak 
lain. Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris 
dalam men-jalankan jabatan dapat membawa 
dampak pada akta yang dibuatnya, yakni 
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hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai 
akta di bawah tangan apabila ditandatangani 
oleh orang-orang yang menghadap. Kebalan 
dari akta otentik sebagai akta notaris yang 
kemudian berubah atau turun derajat mejadi 
akta di bawah tangan dapat menyebabkan 
notaris berkewajiban untuk memberikan ganti 
rugi. 
Pihak yang dirugikan akibat terjadinya 
pelanggaran atau kesalahan tersebut dapat 
mengajukan tuntutan atau gugatan kerugian 
kepada Notaris yang bersangkutan melalui 
pengadilan.  
C. Dasar Pengajuan Gugatan Ganti Rugi 
Terdapat dua dasar yang dapat 
digunakan untuk mengajukan gugatan ganti 
rugi yaitu: (1) berdasarkan wanprestasi; dan 
(2) berdasarkan perbuatan melanggar hukum. 
Wanprestasi atau ingkar janji digunakan 
apabila perikatan atau hubungan hukum yang 
terjadi antara para pihak timbul karena 
perjanjian, yang masing-masing pihak 
mempunyai kewajiban untuk memenuhi 
prestasi sesuai dengan isi perjanjian, selain itu 
juga memiliki hak untuk menuntut agar isi 
perjanjian itu dipenuhi dengan baik. 
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau 
lalai melaksana-kan kewajiban yang 
ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara 
kreditur dan debitur. Dalam Restatement of 
contract Amerika Serikat wanprestasi atau 
breach of contract dibedakan menjadi dua 
macam, yaitu total breach dan partial breach. 
Total breach yaitu pelaksanaan kontrak yang 
tidak tidak mungkin dilaksanakan, sedang 
partial breach adalah pelaksanaan per-janjian 
yang masih mungkin untuk dilaksanakan.
8
 
Sedang kerugian yang timbul akibat 
suatu perbuatan melanggar hukum harus 
berhubungan langsung dengan perbuatan 
tersebut, artinya terdapat kausa atau hubungan 
antara perbuatan yang dilakukan seseorang 
dengan kerugian yang diderita oleh orang lain. 
Dalam hubungan dengan pelaksa-naan jabatan 
notaris apabila seorang Notaris melakukan 
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pelanggaran atau kesalahan dalam 
menjalankan jabatan sehingga menimbulkan 
kerugian kepada orang lain, maka Nota-ris 
bertanggunggugat secara perdata untuk 
membayar kerugian yang diderita oleh orang 
lain (klien). 
Apabila akibat kesalahan, kelalaian atau 
pelanggaran, suatu akta yang dibuat oleh 
Notaris kehilangan otentisitasnya atau akta 
tersebut menimbulkan kerugian pada 
seseorang, maka orang yang dirugikan dapat 
mengajukan tuntutan kerugian kepada Notaris 
yang membuat akta tersebut. 
Suatu kesalahan oleh Notaris dalam 
menjalankan jabatan yang menimbulkan 
kerugian pada orang lain menimbulkan akibat 
hukum munculnya hak dan kewajiban. Pihak 
yang dirugikan mempunyai hak untuk 
mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagai 
akibat perbuatan Notaris yang telah 
melakukan kesalahan dalam menjalankan 
jabatannya. Di sisi lain, Notaris berkewajiban 
untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga 
sebagai akibat pelanngaran dan kesalahan 
dalam menjalankan jabatannya. 
Dalam Pasal 84 UUJN disebutkan 
bahwa tindakan pe-langgaran yang dilakukan 
oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana 
di dalam UUJN yang mengakibatkan suatu 
akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian 
sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta 
menjdadi batal demi hukum dapat dijadikan 
alasan bagi pihak yang menderita kerugian 
untuk menuntut penggantian biaya, gantu rugi 
dan bunga kepada Notaris. 
Pada tanggung gugat berdasarkan 
wanpresrasi penggugat harus membuktikan 
bahwa tergugat tidak secara cukup ber-usaha 
untuk menjalankan jabatan sesuai ketentuan 
yang ber-laku. Artinya kesalahan yang 
dilakukan tergugat (Notaris) terjadi karena dia 
tidak secara sungguh-sungguh atau sengaja 
melanggar kewajiban yang telah ditentukan. 
Perikatan antara Notaris dan klien termasuk 
suatu perikatan dalam inspanningsverbintenis 
di mana debitur hanya berjanji akan berusaha 
mencapai suatu hasil tertentu.
9
 Sedang pada 
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H. Husni Thamrin, Op Cit, Hlm. 94. 
tanggunggugat atas dasar perbuatan melanggar 
hukum berlaku ketentuan bahwa pihak yang 
menuntut harus menentukan fakta-fakta dan 
keadaan, dan jika perlu memberikan bukti 
yang menunjukkan bahwa tergugat telah 
melanggar hukum dan bersalah. 
Seorang Notaris dianggap bertanggung 
jawab hanya atas dasar kenyataan bahwa 
kliennya merasa dirugikan, tetapi klien 
tersebut harus menentukan dan apabila perlu 
membuktikan bahwa pada diri Notaris terletak 
kesalahan yang menimbulkan kerugian. 
Pekerjaan Notaris dapat digolongkan dalam 
kewajiban menghasilkan, artinya bahwa 
Notaris harus menanggung atau menjamin 
bahwa akta yang dibuat menurut bentuk yang 
ditentukan adalah sah. Apabila Notaris 
membuat akta dengan bentuk yang salah, 
maka ia mencederai kewajiban untuk meng-
hasilkan dan terhadap kerugian yang 
ditimbulkannya maka Notaris harus 
bertanggungjawab, kecuali apabila ia mampu 
membuktikan bahwa bentuk yang keliru atau 
salah tersebut tidak dapat dituduhkan 
kepadanya. 
Secara umum hubungan perikatan antara 
Notaris dank lien diatur dalam Pasal 1320 
B.W. Dalam hubungan tersebut pihak yang 
mengikatkan diri adalah Notaris dan klien 
yang diikat supaya masing-masing memenuhi 
apa yang telah menjadi hak dan kewajiban 
mereka, yaitu berupa prestasi. Apabila hak dan 
kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh salah 
satu pihak, maka dapat dikatakan bahwa pihak 
yang tidak memenuhi kewajiban-nya itu telah 
melakukan wanprestasi atau perbuatan 
melanggar hukum. Dalam perkara perdata 
yang berkaitan dengan gugatan klien terhadap 
Notaris hampir semuanya berkaitannya 
dengan tuntutan ganti rugi. Adapun dasar 
untuk tanggunggugat tersebut adalah 
wanprestasi dan perbuatan melanggar 
hukum.
10
 
Di sisi lain Marthalena Pohan, 
mengatakan bahwa suatu kesalahan yang 
dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan 
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suatu jabatan, yang menimbulkan wanperstasi 
sekaligus merupakan perbuatan melanggar 
hukum terhadap lawannya, di dalam praktik 
tuntutan atau gugatan atas hal itu didasarkan 
pada kedua alasan tersebut, yang paling 
penting adalah wanprestasi sebagai tambahan 
onrechtmatigedaad.
11
 Pada dasarnya 
perbuatan melanggar hukum maupun 
wanprestasi merupakan perbuatan yang 
bertentangan dengan kepatutan yang berlaku 
dalam masyarakat. 
Dalam hal pembuatan akta pihak Notaris 
tidak dituntut berdasarkan wanprestasi 
terhadap pelanggaran atau kesahan yang 
dilakukannya. Notaris yang melakukan 
kesahan dalam pembuatan akta pihak tidak 
dapat digugat berdasarkan wanprestasi, tetapi 
digugat berdasarkan perbuatan melanggar 
hukum. Hal ini karena dalam akta yang dibuat 
di hadapan Notaris, Notaris tidak bertindak 
sebagai pihak yang terikat dalam isi akta yang 
dibuat, karena akta tersebut merupakan dan 
untuk kepentingan pihak-pihak yang 
menghadap kepada Notaris, Hubungan hukum 
antara Notaris dengan klien bukanlah 
hubungan hukum yang terjadi karena adanya 
sesuatu yang diperjanjikan sebagaimana yang 
biasa dilakukan oleh para pihak dalam 
membuat suatu akta. Kebenaran isi akta pihak 
tidak ter-letak pada Notaris tetapi berada pada 
pihak yang menghadap untuk membuat akta 
tersebut. 
Penting sekali diketahui oleh klien 
sebelum menggugat Notaris apabila terjadi 
kesalahan dalam membuat akta yang 
menimbulkan kerugian, yakni perumusan 
gugatan dan pemilihan dalil gugatan harus 
benar-benar cermat dan tepat agar bisa 
dikabulkan oleh hakim. Karena berdasarkan 
yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 
K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 bahwa 
“suatu gugatan yang tidak jelas atau tidak 
sempurna tidak dapat diterima”. 
III. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah mengkaji mengenai 
permasalahan yang menyangkut tanggung 
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gugat Notaris sebagai pejabat umum dalam 
menjalankan jabatannya sebagai pembuat akta 
otentik (akta Notaris), dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
Bahwa, pada diri Notaris selaku pejabat 
umum pembuat akta otentik melekat 
tanggunggugat keperdataan apabila melakukan 
kesalahan dalam menjalankan jabatannya. 
Tanggunggugat tersebut dapat mendasarkan 
pada perbuatan melanggar hukum atau pada 
tanggunggugat atas wanprestasi. 
Oleh karena itu sebelum mengajukan 
gugatan terhadap Notaris terkait dengan 
pembuatan akta, maka terlebih dahulu apakah 
kesalahan Notaris yang menimbulkan 
kerugian tersebut ber-singgungan erat dengan 
aspek perbuatan melanggar hukum atau 
berkaitan dengan wanprestasi. 
B. Saran 
Dalam adakalanya klien tidak puas atas 
akta Notaris, sehingga Klien tersebut 
menggugat Notaris yang bersangkutan, namun 
demikian melalui tulisan ini disarankan agar 
klien yang akan menggugat Notaris sebelum 
menggugat apabila terjadi kesalahan dalam 
membuat akta yang menimbulkan kerugian, 
seharusnya dalam merumuskan gugatan dan 
pemilihan dalil gugatan benar-benar cermat 
dan tepat agar bisa dikabulkan oleh hakim. 
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